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ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan pengaruh  disiplin kerja pegawai terhadap peningkatan kualitas pelayanan pada Kantor Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. Analisa data yang digunakan analisis koefisiensi korelasi product moment (pearson). Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Kecamatan Tering Kutai Barat, yaitu  PNS dan pegawai TK2D berjumlah sebanyak 37 orang  menggunakan metode sensus. 

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi Product Moment (Pearson) untuk n = 37, diperoleh    rhit = 0,422, dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis dari koefisien korelasi Product Moment (Pearson) untuk n = 37 pada tingkat signifikasi 5%, yaitu 0,325.  Atau dapat dikatakan pula bahwa rhit = 0,422 > rtab = 0,325.  Ini berarti bahwa terdapat  hubungan dalam arti pengaruh yang positif antara variabel disiplin kerja pegawai dengan variabel kualitas pelayanan. pada kantor Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat.


Berdasarkan tabel Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap Koefisien Korelasi Product Moment, hasil perhitungan tersebut berada pada interval 0,40 – 0,599, yang berarti terdapat hubungan yang sedang antara variabel disiplin kerja dengan variabel kualitas pelayanan pada kantor Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. Dalam pengertian lain bahwa tetap ada korelasi namun ukuran hubungan sedang, masih banyak faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.


Berdasarkan perhitungan  analisa data bahwa hasil uji-t adalah sebesar 3,817.  Hal Ini berarti dapat pula dikatakan bahwa thit = 3,817, hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga kritis t-student ternyata lebih besar, yaitu thit = 3,817 > ttab = 1,690 pada tingkat signifikasi 0,05 untuk n – 2 = 35 (37 – 2 = 35).  Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel disiplin kerja pegawai terhadap variabel peningkatan kualitas pelayanan.  Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya bahwa disipilin kerja pegawai berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan pada kantor Kecamatan Kabupaten Kutai Barat.


Faktor lain yang cukup berperan dalam kualitas pelayanan masyarakat yang tidak diukur dalam penelitian ini antara lain faktor kesadaran baik dari petugas pelayanan maupun dari masyarakat, faktor  peraturan yang telah di tentukan oleh instansi pemberi layanan, faktor organisasi yang baik, faktor imabalan atau gaji, faktor kemampuan dalam bekerja, faktor sarana dan prasarana, komunikasi dan pendidikan. 
Kata kunci : disiplin kerja

I. Pendahuluan
Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas negara, khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat saat ini dan yang akan datang  dituntut lebih profesional mengingat disisi yang lain terjadi persaingan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh swasta atau perusahaan, tuntutan lainnya kepada aparatur Negara adalah adanya desakan masyarakat terhadap reformasi birokrasi. 
Kualitas pelayanan mempunyai peran yang sangat penting, karena pelayanan merupakan suatu kegiatan pemerintah yang menyangkut kepentingan rakyat secara keseluruhan. Peranan pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah melibatkan seluruh aparatur negara atau pegawai negeri, sementara itu masyarakat sendiri mempunyai hak atas pelayanan, untuk itulah para aparatur negara dituntut untuk dapat meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat yang ditunjang dengan sumber daya manusia (SDM) yang baik agar dapat memberikan kualitas pelayanan yang bermutu tinggi kepada masyarakat.

Salah satu modal dasar untuk mencapai misi tersebut di atas adalah perlunya disiplin aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan selaku abdi negara dan abdi masyarakat dari pegawai pusat hingga pegawai daerah, termasuk pegawai kecamatan salah satu ujung tombak pelayanan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

Disisi yang lain perlu disadari bahwa aparatur sipil negara yang mampu dalam menjalankan tugas pada bidang yang telah diamanahkan belum dapat dijadikan pedoman bagi keberhasilan dari pencapaian tujuan organisasi apabila dalam pelaksanaanya tidak dibarengi dengan sikap disiplin dalam bekerja dari pegawai itu sendiri. Salah satu caranya adalah pemerintah harus berusaha melakukan pembinaan terhadap pegawai itu sendiri melalui upaya pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan peningkatan disiplin kerja pegawai agar mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien serta penuh tanggung jawab.

Dengan adanya Peraturan  Pemerintah No. 53 Tahun 2010 itulah, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya di dalam melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya dengan disiplin yang tinggi. Dengan demikian disiplin kerja merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam rangka keberhasilan dari pencapaian tujuan, karena dengan sikap disiplin yang tinggi dari para pegawai maka akan menunjukkan pula suatu pekerjaan yang baik, yang selesai dengan hasil yang efektif, sehingga berdampak pula terhadap kesuksesan atau keberhasilan terhadap tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan pelayanan publik, dapat diidentifikasi antara lain bahwa tugas pelayanan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) salah satu permasalahan adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para aparatur hal ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi dalam bidang pelayanan publik (Sekretaris Pemkab Kukar, 1 : 2018).
Pelayanan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efesien. Hal ini masih banyak ditemukan adanya kasus korupsi dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa dan belum sepenuhnya pengadaan tersebut dilaksanakan secara elektronik. Selain itu juga penerapan system manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hokum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga professional para aparatur pelayanan. Pelyanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan terutama terutama pelayana perizinan masih belum berjalan efektif dan efesien. Hal ini disebabkan oleh proses kerja birokrasi yang rumit dan kewenangan yang terpencar di berbagai instansi, membuat perizinan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Permasalahan yang paling krusial yaitu praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi, hal ini disebabkan oleh kejelasan dan kepastian biaya pelayanan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, oleh karena itu masih banyak biaya lain yang tidak resmi muncul dalam praktik pelayanan jasa pelayanan.
II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi permasalahan sebelumnya,penulis rumuskan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut : Apakah disiplin kerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan pada Kantor Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat.
III. Kerangka Dasar Teori 



Dasar teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori perilaku atau behavior theory (Thoha, 2005 : 34). Disiplin pada hakekatnya adalah ketaatan kegiatan, sikap kelakuan, sikap hormat, yang nampak sesuai dengan tata aturan yang telah disepakati persetujuan untuk tunduk atau mengikuti secara langsung peraturan-peraturan yang telah ditentukan. 


Penegakan disiplin pegawai dari aspek  pendekatan teori Motivasi dari Mc Clelland mengatakan bahwa disiplin  pegawai   perlu diterapkan sistem  pemberian penghargaan bagi  mereka  yang berprestasi  menjalankan  disiplin kerja  dan diberikan  sanksi  sesuai  aturan yang berlaku bagi mereka yang terbukti melanggar  aturan (Hani Handiko, 2016 : 65)


Disisi yang lain teori kepemimpina juga mendukung terhadap penegakkan disiplin kerja pegawai, seorang pemimpin yang berwibawa dan kharismatik akan mempengaruhi perilaku bawahannya selain itu juga dukungan hubungan baik antara pimpinan dengan bawahannya hendaknya berjalan dengan baik untuk mendapatkan disiplin yang baik, seperti hal berikut, bawahan berkewajiban mentaati pimpinannya dengan sebaik-baiknya dan sebaliknya pimpinan berkewajiban membimbing serta memberi contoh yang baik pula akan menciptakan disiplin kerja yang baik dan berdampak terhadap efesiensi dan efektivitas kerja pegawai.



Disiplin kerja pegawai  akan berpengaruh terhadap perilaku organisasi pegawai yang terbentuk tidak berproses secara alamiah, namun harus diarahkan menjadi perilaku organisasi yang positif (perilaku yang berorientasi terhadap tugas atau pekerjaan), untuk menciptakan perilaku organisasi tersebut salah satun peranan pengawasan (Winardi, 2002 : 13).



Perilaku pegawai yang positif harus dipelihara secara terus menerus dan ditumbuh kembangkan supaya dapat menciptakan atau mempengaruhi kemampuan dan efektivitas pegawai, upaya itu perlu didukung oleh  faktor pengawasan pimpinan terhadap bawahan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan perangkat manajemen.
1. Pengertian Disiplin 

Pengertian disiplin kerja pegawai dari sisi perspektif atau pendekatan sifat dan kesadaran, dikemukakan oleh Mangkuprawira (2007 : 122) mengemukakan bahwa: “kedisiplinan pegawai adalah sifat seorang yang secara sadar mematuhi aturan dan peraturan organisasi tertentu. Kedisiplinan sangat memengaruhi kinerja karyawan dan perusahaan. Kedisiplinan seharusnya dipandang sebagai bentuk-bentuk latihan bagi pegawai dalam melaksanakan aturan-aturan organisasi. Semakin disiplin semakin tinggi produktivitas kerja pegawai dan kinerja lembaga tersebut,. 
Pengertian disiplin dari substansi sifat atau kesadaran manusia, kedisiplinan dapat diartikan bilamana pegawai selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan organisasi/instansi dan norma-norma sosial yang berlaku. 
Definisi atau pengertian disiplin dari sudut pandang penegakkan peraturan, dikemukakan Siagian (2008 : 305) menyatakan bahwa : disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. sedangkan Lg. Suroso (1992,2), mengatakan bahwa disiplin adalah peraturan yang dilakukan dengan tegas dan ketat serta menghendaki dilaksanakannya segala peraturan dengan teliti dan murni bahkan hal-hal yang terkecilpun tak boleh disimpan.
2. Prinsip-Prinsip Disiplin Kerja 

Pendapat T. Hani Handoko (2016 : 140) mengatakan bahwa dengan adanya tata tertib yang ditetapkan, tidak dengan sendirinya para pegawai akan mematuhinya, maka perlu bagi pihak organisasi mengkondisikan pegawainya dengan tata tertib kantor. Untuk mengkondisikan pegawai agar bersikap disiplin, beliau mengemukakan beberapa prinsip disiplin sebagai berikut : (1) pendisiplinan dilakukan secara pribadi. Pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindari menegur kesalahan dihadapan orang banyak, karena bila hal tersebut dilakukan menyebabkan karyawan yang bersangkutan malu dan tidak menutup kemungkinan akan sakit hati ; (2) pendisiplinan yang bersifat membangun. Selain menunjukkan kesalahan yang dilakukan karyawan,haruslah disertai dengan memberi petunjuk penyelesaiannya, sehingga karyawan tidak merasa bingung dalam menghadapi kesalahan yang dilakukan ; (3) keadilan dalam pendisiplinan. Dalam melakukan tindakan pendisiplinan, hendaknya dilakukan secara adil tanpa pilih kasih serta tidak membeda-bedakan antar karyawan ; (4) pendisiplinan dilakukan pada waktu karyawan tidak absen. Pimpinan hendaknya melakukan pendisiplinan ketika karyawan yang melakukan kesalahan hadir, sehingga secara pribadi ia mengetahui kesalahannya ; (5) pendisiplinan hendaknya dapat bersikap wajar. Hal itu dilakukan agar proses kerja dapat berjalan lancar seperti biasa dan tidak kaku dalam bersikap.
Tujuan dan prinsip utama pembinaan disiplin kerja adalah untuk memastikan bahwa perilaku karyawan konsisten dengan aturan . Secara khusus tujuan pembinaan disiplin kerja, menurut Sastrohadiwiryo (2002 : 292) antara lain: (1) agar para tenaga kerja menepati segala peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan  maupun peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan perintah manajemen; (2) dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta mampu memberikan pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu yang berkepentingan dengan perusahaan sesuai dengan bidang pekerjaan yang diberikan kepadanya ; (3) dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang dan jasa perusahaan dengan sebaik-baiknya; (4) dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada perusahaan; (5) tenaga kerja mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai dengan harapan perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya disiplin kerja seorang pegawai/karyawan dapat dilihat  dari aspek kepatuhan pegawai terhadap peraturan yang berlaku, termasuk tepat waktu dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya, bekerja sesuai prosedur yang ada, dan pemeliharaan sarana dan perlengkapan kantor dengan baik. Dengan disipilin kerja yang baik tentu saja akan meningkatkan kualitas dan tugas aparatur sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Faktor-Faktor Disiplin Kerja

Peraturan, kewajiban, larangan dan sanksi dibuat dalam rangka untuk menegakkan disiplin pegawai dalam rangka pelancaran pelaksanaan tugas, pekerjaan dalam rangka untuk mencapai tujuan. Dalam tahap implementasi penegakkan disiplin pegawai didukung oleh berbagai macam faktor baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor pendukung disiplin kerja menurut  Nainggolan (1994:14) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung  pelaksanaan disiplin, antara lain : (1) peraturan-peraturan harus jelas dan terinci serta  setiap pelanggaran  yang terjadi  harus bisa dibuktikan ; (2) peraturan-peraturan harus tertulis dan dijelaskan kembali dalam program orientasi karyawan baru dan  dalam program pelatihan (Internal Training); (3)  segala bentuk  deskriminasi dan kecenderungan memihak  harus dihindarkan; dan (4) sanksi keras  misalnya pemecatan, hanya dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut  dari sanksi lunak, misalnya peringatan.
Menurut Soejono, (1997 : 67) disiplin kerja dipengaruhi oleh faktor yang sekaligus sebagai indikator dari disiplin kerja yaitu : (1) ketepatan waktu. Para pegawai datang ke kantor tepat waktu, tertib dan teratur, dengan begitu dapat dikatakan disiplin kerja baik ; (2) menggunakan peralatan kantor dengan baik. Sikap hati- hati dalam menggunakan peralatan kantor, dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki disiplin kerja yang baik, sehinga peralatan kantor dapat terhindar dari kerusakan ;  (3) tanggungjawab yang tinggi. pegawai yang senantiasa menyelesaikan tugas yang di bebankan kepadanya
sesuai dengan prosedur dan bertanggungjawab atas hasil kerja, dapat pula dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik; dan (4) ketaatan terhadap aturan kantor. Pegawai memakai seragam kantor, menggunakan kartu tanda pengenal/identitas, membuat ijin bila tidak masuk kantor, juga merupakan cerminan dari disiplin yang tinggi. 

4. Pengertian Pelayanan Publik
Istilah pelayanan pelayanan diambil dari kata bahasa inggris “service” yang berarti melayani. Dalam sektor publik service berarti melayani suatu jasa yang diperlukan oleh masyarakat dalam berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, ijin mendirikan bangunan dan lain sebagainya. Aspek pelayanan kepada masyarakat  inilah yang menjadi salah satu tugas dan fungsi administrasi negara. 

Pelayanan jika dihubungkan dengan administrasi publik dapat didefinisikan sebagai kualitas pelayanan birokrat kepada masyarakat. Pengertian pelayanan secara terinci yang dikemukakan oleh Gronroos (Ratminto dan Atik, 2015: 2) yaitu: Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata ( tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.

Pelayanan publik seiring dilihat sebagai representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah : Kegiatan atau ragkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiapa warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Nina Rahmayanty (2013: 85) adalah, “segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
5. Pedoman dan Standar Pelayanan Publik

Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diwujudkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 tentang petunjuk Teknis Transfarasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik utamanya meliputi : (1) Manajemen dan Penyelenggara Pelayanan Publik ; (2) Prosedur Pelayanan ; (3) Persyaratan Teknis dan Administratif Pelayanan ; (4) Rincian Biaya Pelayanan ; (5) resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan; (6) Waktu Penyelesaian Pelayanan ; (7) Pejabat yang Berwenang dan Bertanggung Jawab ; (8) Lokasi Pelayanan ; (9)  Janji Pelayanan ; (10 ) Standar Pelayanan Publik ; (11) jelas dan mudah dimengerti oleh para pemberi dan penerima pelayanan; dan (12) Informasi Pelayanan

Selain itu sistem pelayanan yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi, dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu ; (1) sistem pelayanan satu atap (One Roof System) dimana semua unit badan/lembaga yang memberikan perizinan di satu tempat ; (2) sistem pelayanan satu pintu (One Door Service) nasabah hanya bertemu dengan satu instansi. Instansi ini yang mengurusi berbagai bentuk perizinan yang merupakan kewenangan dari berbagai badan/lembaga; dan (3) sistem pelayanan satu badan/lembaga (One Stop Service) Badan/lembaga ini diberi pelimpahan kewenangan memberikan perizinan oleh badan / lembaga yang semula mempunyai kewenangan pemberian ijin (Tjokroamidjojo: 1992:157).
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Menurut LAN dalam buku Adi Suryanto (2008:470) yang dimaksud dengan standar pelayanan adalah suatu ukuran yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kometmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan yang berkualitas. Sedangkan yang dimaksud pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang tepat, cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, serta mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar pelayanan menurut LAN dalam buku Adi Suryanto (2008:470) antara lain : (1) memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, fokus dalam pelayanan kepada pelanggan/masyarakat, menjadi alat komunikasi, menjadi alat mengukur kinerja, serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan ; (2) melakukan perbaikan kinerja pelayanan public; dan (3) meningkatkan mutu pelayanan. 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat ini disini berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan. Sistem ini memosisikan warga masyarakat hanya berhubungan dengan petugas meja/loket pelayanan di kecamatan (Permendagri Nomor 4 Tahun 2010).
IV.  Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  


Penelitian ini termasuk jenis  penelitian kuantitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan (Sugiyono, 2015 : 11). 
2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, yaitu  Pegawai Negeri Sipil dan pegawai TK2D berjumlah sebanyak 37 orang pegawai dijadikan responden dalam penelitian ini, karena populasinya tidak terlalu besar, maka penulis tidak mengambil sampel melainkan seluruh populasi yang ada dijadikan responden, atau dengan kata lain menggunakan metode sensus. 
3. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian sudah tentu harus didukung oleh data yang dapat dipercaya kebenarannya. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan, dimana objek penelitian itu berada. Untuk penelitian di lapangan ini, penulis melakukan dengan mengunakan beberapa metode yaitu: observasi, interview dan membagikan kuesioner kepada responden.

4. Definisi Operasional

Berdasarkan uraianpenjelasan teori dan konsep dan definisi konsepsional, berikut ini dikemukakan definisi operasional dengan batasan indikator  dari masing-masing variabel yang akan diamati, sebagai berikut :
A. Disiplin Kerja Pegawai adalah kesadaran sikap mental dan perbuatan seseorang dengan persetujuan tunduk dan taat secara langsung kepada peraturan-peraturan, perintah-perintah, tata kerja dan tata hubungan kerja agar rencana yang telah ditetapkan dapat dicapai  tepat waktunya untuk mencapai tujuan organisasi. Penulis mengemukakan batasan indikator-indikator dari masing-masing variabel yang akan diamati, sebagai berikut :
 Disiplin Kerja Pegawai sebagai dependen variabel indikatornya terdiri dari 

a. Kehadiran jam kerja

b.  Ketaatan terhadap peraturan

c. Kerjasama pegawai

B. Kualitas Pelayanan adalah pencapaian secara terukur sebagian dari unsur-unsur pedoman dan prinsip-prinsip pokok pelayanan berkualitas, baik barang maupun jasa yang dilakukan oleh pegawai melalui sistem, prosedur dan metode tertentu untuk mencapai kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik. Penulis mengemukakan batasan indikator-indikator dari masing-masing variabel yang akan diamati, sebagai berikut :
Kualitas Pelayanan  sebagai independen variabel, indikatornya terdiri atas: 

a. Kecepatan dalam  melaksanakan tugas

b. Kualitas pekerjaan

c. Sikap atau prilaku dalam melaksanakan tugas.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis Koefisien Korelasi Product Moment (pearson). pengujian hipotesis penelitian, maka penulis menggunakan uji-t sebagai perangkatnya.  Pada tahapan ini rs empiris yang dihasilkan diuji dengan uji-t student.
V. Hasil Penelitian 
Pembahasan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan dapat di jelaskan sebagai berikut, berdasarkan jawaban responden tentang pertanyaan bagaimana tingkat kehadiran pegawai pada Kantor Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, sebanyak 4 orang responden atau sebesar 10,8% menjawab jawaban cukup tepat waktu, sebanyak  17 orang responden atau sebesar 45,9% menjawab jawaban  diberikan kesempatan)


































































































tepat waktu dan sebanyak 16 orang responden atau sebesar 43,2% memberikan jawaban  sangat tepat, ), hanya 1 orang atau sebesar 2,07% memberikan jawaban cukup tepat waktu. Hal ini berarti bahwa sebagian besar pegawai hadir tepat waktu di kantor untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan kantor, khususnya tugas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut dugaan penulis, salah satu faktor yang cukup berperan terhadap kehadiran pegawai atau ketaatan pegawai terhadap jam kerja adalah peran pimpinan Bapak Camat Tering selaku pimpinan, mampu memberi contoh kepada pegawainya tentang disiplin kehadiran kerja pegawai selaku abdi  nbegara dan abdi masyarakat. 

Berdasarkan jawaban responden tentang pertanyaan  bagaimana tingkat ketaatan pegawai terhadap peraturan, prosedur kerja yang berlaku pada Kantor Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, sebanyak 4 orang responden atau sebesar 10,8% menjawab jawaban tidak mentaati, sebanyak  6 orang responden atau sebesar 16,2% menjawab jawaban cukup mentaati, sebanyak 14 orang responden atau sebesar 37,8% memberikan jawaban mentaati peraturan, dan sisanya sebanyak 14 orang responden atau sebesar 37,8% yang menjawab  sangat mentaati peraturan.  Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini mentaati segala peraturan atau prosedur kerja yang berlaku di kantor ini. Disiplin terhadap peraturan kerja juga adanya dukungan penuh dengan kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan yang berlaku, norma dan etika dan siap menerima sanksi jika melakukan kesalahan. Ketaatan pegawai terhadap peraturan yang berlaku akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja pelayanan.

Berdasarkan jawaban responden tentang pertanyaan bagaimana kecepatan pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, sebanyak 3 orang responden atau sebesar  8,1% menjawab cukup cepat, sebanyak 12 orang responden atau sebesar 32,4% menjawab cepat dan sebanyak 23 orang responden atau sebesar  62,2% memberikan jawaba sangat cepat. Hal ini berarti bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tergolong cepat dari segi waktu. Kecepatan pelayanan yang diberikan juga ditentutan kelengkapan persyaratan yang dipenuhi masyarakat. Terkadang pelayanan agak sedikit lambat jika sebagian persyaratan kurang lengkap. 

Implementasi model pelayanan di kecamatan dikenal PATEN diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama terlihat dari aspek waktu pelayanan. Melalui penyelenggaraan PATEN, warga masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih cepat dan terukur dengan jelas. Cepat bila dibandingkan sebelum adanya PATEN. Bila sebelumnya, untuk mengurus suatu jenis surat atau rekomendasi, seorang warga yang datang ke kantor kecamatan harus menunggu penyelesaian surat/rekomendasinya bisa dalam waktu satu jam, beberapa jam hingga beberapa hari, karena camat atau petugas yang berwenang tidak ada di tempat, maka melalui PATEN, warga dijamin memperoleh pelayanan yang cepat dan terukur dengan jelas sesuai dengan standar pelayanan. Pada standar pelayanan itu disebutkan bahwa waktu penyelesaian satu jenis pelayanan publik sudah ditentukan, apakah itu 15 menit, 30 menit atau 1 jam, berkas persyaratan yang harus dilengkapi, petugas yang melayani dan biaya pelayanan (bila ada). Bila petugas yang berwenang sedang tidak ada di tempat, maka tugasnya didelegasikan kepada petugas lain yang ditunjuk, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat terjaga kepastiannya. Hal ini sebagian tahapan pelayanan PATEN sudah berjalan dengan baik di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan jawaban responden tentang pertanyaan bagaimana sikap atau perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa sebanyak 4 orang responden atau sebesar  10,8% menjawab cukup baik, sebanyak 10 orang responden atau sebesar  27,0% yang menjawab baik, dan sebanyak  24 orang responden atau sebesar 64,9% memberikan jawaban sangat baik. hal ini menunjukkan  bahwa sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayana kepada masyarakat tergolong baik. Sikap atau perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan  disini adalah  meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan petugas pelayanan kepada masyarakat. Dengan sikap atau perilaku pegawai yang  baik maka masyarakat merasa senangdan  puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai.

Selain itu juga pegawai yang ditempatkan pada bidang pelayanan seharusnya pegawai yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya pasti akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan layanan yang baik juga. Oleh karena itu, dibutuhkan petugas pelayanan yang profesional untuk memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Selain profesional, petugas harus melayani dengan ramah dan sabar, mengingat masyarakat sangatlah heterogen baik pendidikanya maupun perilakunya. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka diperoleh    rhit = 0,422, ini berarti bahwa hasil tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis dari koefisien korelasi Product Moment (Pearson) untuk n = 37 pada tingkat signifikasi 5%, yaitu 0,325.  Atau dapat dikatakan pula bahwa rhit = 0,422 > rtab = 0,325.  Ini berarti bahwa terdapat  hubungan dalam arti pengaruh yang positif antara variabel disiplin kerja pegawai dengan variabel kualitas pelayanan. pada kantor Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat.

Dari perhitungan hasil uji-t adalah sebesar 3,817. Ini berarti dapat pula dikatakan bahwa thit = 3,817, hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga kritis t-student ternyata lebih besar, yaitu thit = 3,817 > ttab = 1,690 pada tingkat signifikasi 0,05 untuk n – 2 = 35 (37 – 2 = 35).  maknanya adalah bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel disiplin kerja pegawai terhadap variabel peningkatan kualitas pelayanan.  Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya bahwa disipilin kerja pegawai berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan pada kantor Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa teori-teori yang dikemukakan dapan penelitian ini terdapat adanya kesesuaian dengan data, fakta hasil penelitian, artinya bahwa teori dapat menjelaskan, meramalkan gejala, fakta yang ada berkaitan dengan disiplin kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan masyarakat pada kantor Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Timur. 

Faktor kedisiplinan pegawai salah satu tolak ukur pencapaian produktivitas kerja pegawai yang akan berpengaruh pada tujuan yang diharapkan, oleh karena itu semakin baik disiplin pegawai, maka akan semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Sulit bagi pegawai dalam mencapai prestasi kerja yang diharapkan tanpa adanya disiplin kerja yang baik dan bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh pegawai bersangkutan. Tanpa disiplin pegawai dengan baik dan adil, sulit pula bagi organisasi/lembaga untuk mencapai hasil optimal yang ingin diharapkan pada pegawainya. 

Aspek penting lainnya adalah berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, salah satu faktor pendukungnya adalah tingkat kedisiplinan pegawai. faktor lain yang cukup berperan dan tidak diukur dalam penelitian ini antara lain faktor kesadaran baik dari petugas pelayanan maupun dari masyarakat, faktor  peraturan yang telah di tentukan oleh instansi pemberi layanan, faktor organisasi yang baik, faktor imabalan atau gaji, faktor kemampuan dalam bekerja, faktor sarana dan prasarana, komunikasi dan pendidikan. Substansi atau blue print dari penelitian ini disiplin kerja dan kualitas pelayanan akan terwujud dan terimplemenasi factor kuncinya adalah The Man Behend the Gun. Sumberdaya aparatur yang berkualitas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
VI. Kesimpulan 
1. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi Product Moment (Pearson) untuk n = 37, diperoleh    rhit = 0,422, dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis dari koefisien korelasi Product Moment (Pearson) untuk n = 37 pada tingkat signifikasi 5%, yaitu 0,325.  Atau dapat dikatakan pula bahwa rhit = 0,422 > rtab = 0,325.  Ini berarti bahwa terdapat  hubungan dalam arti pengaruh yang positif antara variabel disiplin kerja pegawai dengan variabel kualitas pelayanan. pada kantor Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat.
2. Berdasarkan tabel Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap Koefisien Korelasi Product Moment, hasil perhitungan tersebut berada pada interval 0,40 – 0,599, yang berarti terdapat hubungan yang sedang antara variabel disiplin kerja dengan variabel kualitas pelayanan pada kantor Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. Dalam pengertian lain bahwa tetap ada korelasi namun ukuran hubungan sedang, masih banyak faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.
3. Berdasarkan perhitungan  analisa data bahwa hasil uji-t adalah sebesar 3,817.  Hal Ini berarti dapat pula dikatakan bahwa thit = 3,817, hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga kritis t-student ternyata lebih besar, yaitu thit = 3,817 > ttab = 1,690 pada tingkat signifikasi 0,05 untuk n – 2 = 35 (37 – 2 = 35).  Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel disiplin kerja pegawai terhadap variabel peningkatan kualitas pelayanan.  Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya bahwa disipilin kerja pegawai berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan pada kantor Kecamatan Kabupaten Kutai Barat.
4. Faktor lain yang cukup berperan dalam kualitas pelayanan masyarakat yang tidak diukur dalam penelitian ini antara lain faktor kesadaran baik dari petugas pelayanan maupun dari masyarakat, faktor  peraturan yang telah di tentukan oleh instansi pemberi layanan, faktor organisasi yang baik, faktor imabalan atau gaji, faktor kemampuan dalam bekerja, faktor sarana dan prasarana, komunikasi dan pendidikan. 
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